BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil yang ditemukan dalam penulisan
“Keyakinan Hakim Memberikan Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) pada Pelaku
Tindak Pidana” ini, ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab
permasalahan-permasalahan hukum penulisan ini, sebagai berikut:

1) Tujuan Pemidanaan dirumuskan dalam UU 1/2023-KUHP merupakan
sebuah upaya untuk mencapai tujuan awal hukum pidana diadakan, yaitu
untuk memperbaiki serta memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana.
Artinya hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk menciptakan
lingkungan masyarakat yang aman, bukannya sebagai sarana untuk
menghukum pada pelaku tindak pidana. Pemikiran hukum pidana
digunakan untuk menghukum seperti ini yang membuat banyak terjadinya
pemidanaan yang tidak diperlukan (over kriminalisasi). Demi mencapai
Tujuan Pemidanaan itu, terdapat hal-hal yang harus dipedomani dalam
pemidanaan yang disebut sebagai Pedoman Pemidanaan. Pedoman
Pemidanaan dalam UU 1/2023-KUHP menegaskan bahwa hakim harus
menegakkan hukum dan keadilan, namun jika terjadi pertentangan antara
kepastian dan keadilan maka hakim harus mengutamakan keadilan. Salah
satu ketentuan dalam Pedoman Pemidanaan terdapat dalam Pasal 54 ayat
(2) UU 1/2023-KUHP yang menyatakan bahwa:

- Ringannya perbuatan,

- Keadaan pribadi pelaku,

- Keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana atau yang dapat

terjadi kemudian,

- Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan
dapat menjadi dasar pertimbangan untuk tidak dijatuhkannya pidana.
Rumusan pasal ini disebut dengan judicial pardon. Melihat rumusan pasal
ini, tentu dapat dipahami mengapa judicial pardon ini dirumuskan dalam

Pedoman Pemidanaan. Judicial pardon sebagai salah satu sarana
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2)

3)

menegakkan kembali keadilan dalam masyarakat yang mana hal itu

merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam Tujuan Pemidanaan.

Antara alasan pemaaf dan judicial pardon sama-sama menekankan pada
pemberian pengampunan atas suatu perbuatan pelaku tindak pidana. Selain
itu, alasan pemaaf dan judicial pardon pun sama-sama menekankan pada
peran keyakinan hakim dalam memutus perkara. Baik dalam pemberian
judicial pardon maupun alasan pemaaf, keyakinan hakim harus didasarkan
pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dalam pembuktian. Meskipun
memiliki kesamaan dalam segi terminologi serta dasar pemberiannya oleh
hakim, namun pada prakteknya, pemberian alasan pemaaf serta judicial
pardon ini memiliki substansi yang berbeda jauh. Perbedaan-perbedaan
tersebut dapat dilihat dari rumusan pasalnya, sistem pembuktian, serta
bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidananya. Karena
beberapa hal esensial inilah yang menjadikan judicial pardon tidak

disatukan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

Pemberian judicial pardon pada seorang pelaku tindak pidana merupakan
bentuk keyakinan hakim. Keyakinan hakim memiliki peran yang cukup
besar pada saat seorang hakim diperhadapkan dalam sebuah perkara yang
melibatkan judicial pardon. Hakim harus mempertanggungjawabkan
apapun yang menjadi putusannya terhadap terdakwa tersebut. Oleh karena
itu, hakim harus benar-benar mengukur segi kepastian, keadilan serta
kemanfaatan hukumnya dengan tepat. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan
secara tertulis bahwa keyakinan hakim dalam memutus perkara harus
didasarkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut
undang-undang. Meski demikian, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat
hal-hal di luar hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim. Hal-hal
itu dapat berupa pengalaman pribadi hakim; jam terbang hakim; latar
belakang agama dan budaya hakim; pendidikan hakim; faktor masyarakat;
dan sebagainya. Hal-hal di luar hukum tersebut membuat hakim terdengar
seperti seakan-akan subjektif dalam memutus perkara. Padahal nyatanya
keyakinan hakim tidak terbentuk sesederhana itu. Ketika unsur-unsur yang
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mempengaruhi keyakinan hakim secara umum ini turut andil dalam
putusan, hakim tetap perlu berpatokan pada ketentuan yang ada. Apabila
keyakinan hakim yang didasarkan pada hal-hal di luar hukum itu menjadi
lebih besar daripada keyakinannya yang didasarkan pada hukum, hakim
pastinya tetap memperhitungkan dari segi keadilan serta kemanfaatan

hukumnya.

5.2 Saran

Dari serangkaian pembahasan yang telah menjawab permasalahan-

permasalahan hukum dalam penulisan “Keyakinan Hakim Memberikan Pemaafan

Hakim (Judicial Pardon) pada Pelaku Tindak Pidana”, ditemukan beberapa

kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini akan dituangkan menjadi saran yang dapat

digunakan untuk membangun dan dikaji dengan lebih baik lagi untuk sistem pidana

Indonesia, sebagai berikut:
1) Jika membaca ketentuan pada Pasal 54 ayat (2) UU 1/2023-KUHP tentang

2)

judicial pardon, akan terlihat bahwa terdapat pertentangan dalam
rumusannya. Pertentangannya terlihat dalam klausulanya yang pertama dan
terakhir. Pada ketentuan ini telah lebih dulu menegaskan bahwa bentuk
perbuatan yang dapat diberikan judicial pardon merupakan bentuk
‘perbuatan yang ringan’, namun di akhir rumusan ketentuan ini
mencantumkan bahwa ‘dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
kemanusiaan’. Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk perbuatan/ tindak
pidana yang tergolong berat, apakah tidak dimungkinkan diberikan judicial
pardon? Sebab pada nyatanya terdapat perkara-perkara yang melibatkan
tindak pidana berat, namun tetap menjadi tidak adil dan tidak
berkemanusiaan bila dijatuhi putusan pidana. Apabila UU 1/2023-KUHP
benar-benar ingin mewujudkan keadilan, maka seharusnya pasal ini tidak
membatasi hanya perkara-perkara ringan saja, namun mengatur klausul

yang juga memungkinkan bagi setiap jenis bentuk tindak pidananya.

Telah ditegaskan bahwa judicial pardon bukanlah merupakan bagian dari
alasan pemaaf oleh karena terdapat perbedaan substansi di dalamnya. Dari
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3)

pernyataan ini, maka jelas bahwa putusan yang diterima oleh terdakwa yang
mendapatkan alasan pemaaf dan terdakwa yang mendapatkan judicial
pardon berbeda. Terdakwa yang diberikan alasan pemaaf akan
mendapatkan putusan lepas, yaitu bila perbuatan yang didakwakan telah
terbukti secara sah namun tidak dipidana karena tidak mengandung unsur
kesalahan. Sedangkan bila mengacu pada perkara-perkara terkait judicial
pardon, perbuatan terdakwa terbukti dan dapat dipidana karena memenuhi
unsur kesalahan namun diberikan pengampunan oleh hakim. Putusan
terdakwa judicial pardon pun tidak sesuai dengan putusan bebas, sebab
perbuatan dalam putusan bebas adalah perbuatan pidana yang tidak terbukti
secara sah seperti yang didakwakan. Dengan demikian, maka putusan bagi
terdakwa yang diberikan judicial pardon ini belum jelas. Oleh sebab itu,
hukum acara pidana harus dengan segera mengambil langkah untuk
menentukan dan mengatur lebih lanjut mengenai jenis putusan bagi judicial
pardon. KUHAP dapat menggagas suatu jenis putusan baru yang tepat
untuk seorang pelaku tindak pidana yang mendapatkan judicial pardon, di
mana seorang pelaku tindak pidana itu telah terbukti bersalah dan
memenuhi semua unsur untuk pemidanaan. Bila demikian, gambaran
gagasan putusan KUHAP bagi pelaku tindak pidana dapat berupa putusan
bersalah tanpa pemidanaan.

Salah satu tujuan dilakukannya pembaharuan KUHP adalah untuk
meniadakan sifat yang absolut/ kaku menjadi hukum pidana yang menjadi
lebih fleksibel. Terdapat beberapa ketentuan dalam UU 1/2023-KUHP yang
telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang mengesampingkan
kepastian hukum demi mengutamakan keadilan serta kemanfaatan
hukumnya. Meskipun demikian, peralihan hukum pidana yang bersifat kaku
menjadi hukum pidana yang lebih fleksibel tidak semudah itu, sebab sifat
kaku dalam hukum pidana Indonesia telah melekat sejak saat diadopsinya
hukum kolonial Belanda. Akibat hal ini, para penegak hukum serta
masyarakat selalu terfokus pada bagaimana bunyi hukum dan ketentuan
yang berlaku dalam menilai sebuah perkara. Padahal dalam UU 1/2023-

KUHP, telah ditegaskan bahwa dalam hal terjadi pertentangan antara
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kepastian hukum dan keadilan hukum, maka hakim wajib mengutamakan
keadilan hukum. Sejalan dengan itu, UU 1/2023-KUHP mengatur beberapa
ketentuan yang dalam rumusannya menyandarkan pada keyakinan hakim
demi mencapai keadilan hukum, salah satunya judicial pardon. Dalam
ketentuan judicial pardon jelas terlihat bagaimana keyakinan hakim
berperan sangat besar dalam membuat sebuah keputusan. Masalahnya, saat
ini peran keyakinan hakim belum dipandang cukup baik dalam menentukan
sebuah putusan, sebab keyakinan hakim dipandang sebagai bentuk
subjektivitas hakim. Oleh karena itu, untuk mengimbangi subjektivitas
keyakinan hakim diperlukan juga objektivitas dalam proses penegakannya.
Maksudnya, dalam pengadilan perlu sisi di mana suatu keadaan tersebut
tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi hakim. Salah
satu upayanya dapat dengan memperoleh bukti-bukti yang objektif dan

berdasarkan fakta.
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